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Abstrak
Pendidikan inklusif merupakan pendidikan masa depan. Implementasi pendidikan inklusif juga sudah merupakan komitmen nasional. Oleh karena itu dalam pengembangannya perlu didukung oleh semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dukungan yang diperlukan dalam pengembangan pendidikan inklusif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui metode ini diharapkan diperoleh data dan informasi yang sesuai yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dukungan bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif belum dapat mendukung sepenuhnya terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif.
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Pendidikan inklusif sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang ditengarai merupakan pendidikan masa depan merupakan sistem pendidikan yang berusaha untuk meminimalkan diskriminasi dalam bidang pendidikan. Pendidikan inklusif juga mengedepankan isu perluasan akses bagi seluruh warga negara, khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu implementasi pendidikan inklusif perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Dukungan-dukungan tersebut diformulasikan dalam bentuk sistem dukungan.

Pendidikan secara faktual merupakan pengalaman belajar seseorang sepanjang hidup. Seperti yang dinyatakan dalam pernyataan resmi Unesco tentang pendidikan untuk semua (education for all atau EFA) pada tahun 1990. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa setiap orang di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Artinya pendidikan dapat dilakukan dengan tanpa mengenal batas usia, ruang, dan waktu. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan Pemerintah wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang keberlangsungan proses pendidikan. Hal sesuai dengan apa yang telah digariskan pada Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2). Pendidikan juga tidak mengenal pembatasan bentuk dan kegiatan, dalam hal ini pendidikan dapat dilakukan di sekolah, luar sekolah, pondok pesantren, perguruan-perguruan, dan lain sebagainya.

Pendidikan inklusif di Indonesia belum berkembang sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan adanya berbagai hambatan dan kondisi sosial budaya masyarakat. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif juga belum dapat mengimplementasi-kan pendidikan inklusif secara optimal. Phil Foreman (2002) menyatakan bahwa sekolah inklusif harus menyediakan semua kebutuhan siswa, apapun tingkat kebutuhan dan keadaan siswa tersebut. Karena itu, semua pihak dituntut untuk memberi peluang dan dukungan yang luas kepada sistem pendidikan ini. 
Hambatan paling besar dalam pengembangan pendidikan inklusif ini adalah kondisi sosial dan masyarakat. Seringkali masyarakat kita malu punya anak cacat, sehingga mereka menyembunyikan anaknya. Dengan kata lain anak tersebut tidak dapat menerima pendidikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, anak-anak yang berkelainan tidak mendapatkan pendidikan seperti anak-anak lainnya. Padahal mereka memiliki hak yang sama seperti anak-anak lainnya. Di lain pihak banyak orang tua yang tidak sadar bahwa anaknya yang mempunyai kekhususan yang juga memiliki hak yang sama dengan anak lainnya. 

Namun, hingga saat ini gaung dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusif kedengarannya tidak begitu nyaring. Khususnya, di kalangan masyarakat umum sebagai unsur yang merasakan langsung manfaat dari penyelenggaraan pendidikan inklusif ini. Kejelasan arah dan tujuan sistem pendidikan inklusif ini belum jelas dipahami oleh sebagian besar masyarakat kita. Sehingga perlu didefinisikan kembali arah dan tujuan sistem pendidikan ini. Oleh karena itu perlu dukungan dari semua pihak untuk mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif di negeri ini agar arah dan tujuan sistem pendidikan ini menjadi jelas. Fokus permasalahannya adalah jenis dukungan seperti apa yang dibutuhkan oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusif? Agar sistem pendidikan ini dapat memberi akses seluas-luasnya kepada ABK untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap dan menganalisis secara faktual berbagai jenis dukungan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Secara rinci pertanyaan penelitian ini dirumuskan dalam sebagai berikut:

· Bagaimana implementasi pendidikan inklusif di Kota Bandung?

· Jenis-jenis dukungan apa saja yang mendukung terhadap pendidikan inklusif?

· Dukungan apa yang secara faktual efektif mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif?

· Bagaimana sistem dukungan yang secara efektif dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalsis secara komprehensif sistem dukungan (supporting system) dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di kota Bandung. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali, menghimpun, dan menganalisis berbagai informasi empirik serta faktor-faktor pendukung yang berpengaruh terhadap pengembangan pendidikan inklusif. 

Secara rinci penelitian ini bertujuan untuk:

· Mengetahui implementasi pendidikan inklusif di kota Bandung.

· Mengetahui jenis dukungan yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

· Mengungkap jenis dukungan yang secara faktual efektif mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.

· Mencari alternatif solusi guna memecahkan masalah penyelenggaraan pendidikan inklusif terkait dengan supporting system dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di kota Bandung dengan melibatkan subjek-subjek penelitian antara lain (1) kepala sekolah dan guru penyelenggara pendidikan inklusif, (2) kepala sekolah dan guru sekolah luar biasa, (3) pimpinan dan staff dinas pendidikan kota Bandung, (4) pimpinan dan staff dinas pendidikan propinsi Jawa Barat, dan (5) pihak-pihak lain yang kompeten dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, termasuk di dalamnya orang tua murid sebagai perwakilan dari masyarakat. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

Prosedur penelitian meliputi menggunakan tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pelaksanaan observasi diupayakan sesuai kondisi yang natural dengan persefektif apa adanya (emic persfective). Wawancara (interview) dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang subjek penelitian. Studi dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh malalui observasi dan wawancara.
Data dan informasi selanjutnya disusun dan dikaji untuk diuji keabsahannya melalui tahapan yang disebut member check. Pada tahapan ini data hasil analisis dikonfirmasikan kembali kepada sumber data (informan). Member check dan konfirmasi diperlukan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Selanjutnya data dianalisis dan disajikan dalam forum group disscusion (FGD) serta dikaji berdasarkan teori yang ada dan best practice yang telah dilakukan sebelumnya.
Hasil dan Pembahasan

1) Implementasi Pendidikan Inklusif di kota Bandung

Di kota Bandung terdapat enam SD dan dua SLTP yang ditunjuk oleh pemerintah setempat untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif, yaitu SD Negeri Puteraco Indah, SD Negeri Gegerkalong Girang 2, SD Negeri Rancaloa 2, SD Swasta Mutiara Bunda, SD Negeri Sarijadi 3, dan SD Negeri Tunas Harapan. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah adalah SMP Negeri 47 dan SMP Plus Al Ghifari. Selain sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah uji coba, juga terdapat sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif yang tidak terdaftar, antara lain SD 9 Mutiara, SD Bina Bhakti, SD Al Ghifari, SD Hikmah Teladan, SD Al Azhar, SD Cedekia Muda, SD Al Biruni, dan lain sebagainya.
Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari 5 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menunjukkan bahwa dari 1.590 anak yang mendapat kesempatan belajar di lima sekolah ujicoba pendidikan inklusif terdapat 114 ABK atau sekitar 7%. Dilihat dari persentase, jumlah ABK di atas cukup proporsional. Artinya dari 100 orang siswa di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di kota Bandung terdapat 7 orang ABK atau terdapat 2 – 3 orang ABK per kelas dengan jumlah siswa per kelas 40 orang. Namun demikian, persen jumlah ABK per sekolah menunjukkan keberagaman seperti yang terjadi di SD Negeri 1 Gegerkalong dan SD Negeri Puteraco Indah. Persen jumlah ABK di kedua sekolah ini masing-masing 1% dan 48%. 
2) Sumber Dukungan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
Sumber dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi dukungan yang berasal dari lembaga-lembaga pendidikan dan non pendidikan. Dukungan lainnya berupa sistem penyelenggaraan antara lain kebijakan dan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif didasari pada kebijakan pendidikan untuk semua (PUS) dan kebijakan perluasan dan pemerataan akses untuk mendapatkan pendidikan. Operasional implementasi pendidikan inklusif telah dicanangkan sejak tahun ajaran 2003/2004 melalui surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas nomor 380/C.C6/ MN/2003 tahun 2003 tentang pengembangan pendidikan inklusif di setiap Kabupaten/Kota. Surat edara tersebut menyatakan bahwa setiap kabupaten/kota disarankan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif minimal 4 sekolah meliputi SD, SMP, SMU dan SMK. Dukungan lain berupa dukungan sarana dan prasarana, dukungan pembiayaan, dukungan tenaga (pendidik dan tenaga kependidikan) dan dukungan-dukungan dari lembaga-lembaga pemerintah, kelompok-kelompok kerja atau wadah-wadah profesional lainnya.
Dukungan lembaga-lembaga pemerintah antara lain direktorat Pembinaan SLB, P4TK TKPLB, dan Balai/Badan Diklat yang tersedia di setiap daerah.  Kelompok kerja yang sering disebut sebagai pendukung pengembangan pendidikan inklusif meliputi kelompok kerja pendidikan inklusif (di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota), dan pusat-pusat sumber (Resource Center). Sedangkan wadah-wadah profesional meliputi kelompok kerja kepala sekolah (KKKS), kelompok kerja pengawas sekolah (KKPS), kelompok kerja guru (KKG) pada tingkat sekolah dasar dan MKKS, MKPS, dan MGMP pada tingkat sekolah menengah. Namun kenyataan di lapangan peran lembaga-lembaga tersebut tidak tampak jelas. Secara kelembagaan lembaga-lembaga tersebut memang dikenal baik oleh sekolah. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekolah hampir tidak mengenal eksistensi dan peran lembaga-lembaga tersebut.

3) Efektifitas Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Efektifitas dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif ditentukan oleh kesiapan sekolah yang bersangkutan. Kemampuan sekolah untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain termasuk salah satu faktor yang paling menentukan. Beberapa faktor yang menentukan antara lain (1) memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan, (2) menyediakan guru pendidikan khusus (GPK) yang ditetapkan oleh sekolah, atau guru yang diperbantukan dari lembaga lain, misalnya dari SLB. (3) menyediakan sarana penunjang yang mudah diakses oleh semua anak. dan (4) Pihak sekolah mensosialisasikan tentang pendidikan  inklusif kepada semua pihak yang yerkait.
Kenyataannya hingga saat ini tidak ada satu pun sekolah inklusif yang membangun kerja sama dengan pihak lain. Khususnya kerjasama dengan SLB. Kesulitan terjadi karena pihak sekolah tidak tahu bagaimana mereka harus berkomunikasi dengan SLB. Padahal sekolah inklusif ”membutuhkan” guru pembimbing khusus (GPK) untuk membantu guru sekolah yang bersangkutan dalam menangani ABK. Maka seharusnya mereka proaktif untuk menghubungi SLB terdekat. Tetapi itu tidak terjadi, karena kesulitan mereka berinteraksi dengan pihak SLB. Beberapa hal yang mendasari kesulitan sekolah inklusif untuk berkolaborasi dengan SLB, antara lain: (1) kelemahan sekolah inklusif karena tidak tahu bagaimana caranya menjalin kerja sama dengan SLB (masalah komunikasi), (2) kesulitan sekolah inklusif untuk menyediakan akomodasi bagi guru pembimbing khusus, khususnya dalam menyediakan ”pengganti transport” mereka. Apa lagi pada saat ini telah keluar kebijakan pemerintah untuk ”menggratiskan” sekolah. Sehingga, jika sekolah melakukan kerja sama formal dengan SLB yang diwujudkan dalam bentuk MoU atau naskah kerja sama lainnya, maka akan timbul kekhawatiran di pihak sekolah inklusif dalam hal penyediaan anggaran yang kemungkinan besar mengiringi MoU tersebut. Kalaupun terjadi komunikasi, hal itu terjadi karena adanya hubungan personal antar individu.

4) Pola Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pola dukungan sumber daya pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif hampir tidak berbeda dengan pola dukungan sumberdaya pada satuan pendidikan lainnya. Secara umum pola dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif dikelompok-kan menjadi dua. Dukungan internal sekolah dan dukungan ekstenal sekolah. Dukungan internal sekolah merupakan dukungan yang diberikan oleh semua warga yang terdapat di dalam internal sekolah, antara lain kepala sekolah, guru, dan warga sekolah lainnya. Pola dukungan sekolah inklusif digambarkan sebagai berikut.
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Dukungan kepala sekolah yang paling adalah sisi kepemimpinan sekolah tersebut. Karakter dan gaya kepemimpinan pemimpin sekolah sangat menentukan keberhasilan sekolah. Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang sangat penting karena kepala sekolah berhubungan langsung dengan pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Dukungan internal lainnya berasal dari guru. Guru yang kompeten dan profesional dapat mengelola pembelajaran di kelas inklusif. Selanjutnya adalah dukungan dari budaya dan iklim sekolah. Persepsi dan kebiasaan sosial seluruh warga sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi iklim sekolah yang bersangkutan.
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Dukungan ekternal sekolah meliputi dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan sistem persekolahan (schooling system) yang ada. Dukungan pemerintah direpresentasikan melalui instansi-instansi terkait, antara lain direktorat Pembinaan SLB, PPPPTK TK dan PLB, dan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Masyarakat terdiri atas orang tua, komite sekolah, wadah-wadah profesional seperti ahli terapi, dokter, dan atau psikolog. Kelompok masyarakat lainnya yang diharapkan dapat membantu adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dukungan dari sistem persekolahan antara lain berupa kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif, ketersediaan kurikulum.
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Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan dibahas pada bab IV tentang peran dan fungsi sistem dukungan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, bahwa konsep dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif telah dipahami secara sederhana di kalangan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Konsep pendidikan inklusif sampai saat ini baru sampai pada keikutsertaan ABK di sekolah reguler. Sosialisasi pendidikan inklusif bagi masyarakat belum berjalan sesuai dengan harapan. Sehingga sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diharapkan tidak atau belum terwujud di kota Bandung.

Kedua, bahwa implementasi pendidikan inklusif di kota Bandung, khususnya di sekolah-sekolah uji coba (piloting project), telah dilaksanakan sejak tahun 2003. Namun demikian, dalam perjalanannya sekolah-sekolah inklusif kurang atau bahkan tidak mendapatkan pembinaan yang optimal. Sehingga implementasi pendidikan inklusif terkesan asal-asalan. 

Ketiga, bahwa sumber-sumber dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota Bandung sangat memungkinkan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan inklusif terlaksana dengan baik. Banyaknya sumber dukungan tersebut disebabkan kota Bandung merupakan kota pendidikan. Sumber-sumber dukungan antara lain tersedianya dua LPTK yang memiliki program studi PLB, yaitu UPI dan Uninus. Di kota Bandung terdapat UPT Pusat yang secara memiliki tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan kompetensi guru SLB, yaitu PPPPTK TK dan PLB. Keberadaan resource center yang bertugas dan berperan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah umum.

Keempat, bahwa dukungan yang paling diharapkan oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah dukungan berupa pendampingan dalam proses pembelajaran di mana di dalamnya terdapat ABK. Dukungan lainnya yang diharapkan oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah dukungan dalam peningkatan mutu sumber daya manusia. Hal ini merupakan hal yang sangat penting karena keberhasilan pencapai tujuan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang tersedia. 

Kelima, bahwa sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ada belum sepenuhnya dapat mendukung secara efektif dan efisien. Hal ini  menyebabkan sistem dukungan yang ada tidak dapat bekerja secara optimal. Ketidakjelasan sistem dukungan yang ada juga mempengaruhi efektifitas sistem dukungan. 
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